
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAI{

NOMOR &3 TAHUN 2009.

TENTANG

TI'GAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAH]IIIAT TUHAN YANG ['AHA ESA

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a, bahwa sebagai pelaksanaan lebih tanjut Pel4urt Daerah Kabupaten Katingan

Nomor: 5 fahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Dinas Perhubungan

KOmunikasi dan lniormafika t<aUupaten Xatingan, maka dipandang +erlu
r*""i"pi"n Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

lnformatika KabuPaten Katingan;

b. bahraranerdasarkan pedimbangan sehagaimana dimaksudpalta -buruf adi atas
perru nenetapkan Peraturan Bupati Katingan ten!1ng Tugas fokok dan Fungsi

binas Perhuliungan, Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Katingan;

Mengingnt
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sebagiimana lelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentaig Perubahan Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169 ,Tambahan lemharan
Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OO2 Tentang pembentukan Kabupaten

Katingin, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara,

XaOupaten Pxlang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kahupaten Murung Baya
dan Kabupaten Birito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4180);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan lGsiara (Iembaran
Negari Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 ientang P-erbendaharaan Negara

( Lembaran Negara lndonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

S. Undang.Undang Nomor 10 Tahun 2OA4 hntang Pembenfukan Peraturan
perundlng-undlngan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor S3,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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6.Undang-undangNomorS2Tahun2oo4TentangPemerintahanDaerah
i U"r5"rrn N6gara Republik_lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran f.f"S;" Nomor 4437), sebagaimta telah di ubah dengan Undan*

undang Nomor 8 Tahun 2OO5 tenting Penetapan Peraturan Pemerintah

p"ngg;nti Undan!-undang Noryor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-unoang liornor 32 Tahun 2OA4 Tentang Pemerintahan Daerah

ir.*ni1."o 1996# R"p"blik lndonesia Tahun 2005 I'lomor 1o8, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a5a8);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20M Tentang Perimbangan Keuangan Antara

pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia tanun zoo+ r.roror 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

g. peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan.Fungsional
pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor

2?iambahin Lembaran Negara Nomor 1547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Strltur.f fiembaran ltegara Republik lndonesia Tahun 2002

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor a194;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

nepirOtf fnOonesii Tahun 2OO5 Nomor 165, Tamhahan lembaran Neggre

Nomor 4593);

11. peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
. 
urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi,dan
pemerintahan Daerah Kahupaten/ Kota {Lembaran Negara Repubtik lndonesia

tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

lZ.peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi-Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20a7 Nomor

Sg,Tambahan Lembaran N-egara Republik lndonesia Nomor 4741);

,13. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Oaerah Nomor 3 Tahun 20OB tentang Pembagian UrusaR

pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daeiah kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);

15- perafuranlaerah kabupaten Katingan nomor5 T.ahun2008 ientang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 5 tahun 2008);

IIIIEiiUTUSKAN

Menetapkan: PEMTURAN BUpATt TENTANG TUGAS POKOK DAN FUt{GSl DINAS

PTNTTUBUNGAN, KOilUNIKASI DAN INFORiIATIKA KABUPATEN KATINGAN
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BAB I

KETENTUAN UiTUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupatiini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraa.n urusan Pemerintahan oleh

pemerintah Oaeran dan DPRD menurut isas otonomi dan Tugas Pembantuan

Oe"gr"+ti*iportonomi seluasJuasnya dalarn sistem dan+rinsip Negara Kesatuan

Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945;

2. pemerintah paliin adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara

Pemerintah-Daerah;
3. Perangkat p.orr,'adalah organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah 'terdiri

atas Sekretariat Daerah,sekretariat DPRD,Diias Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah;
4. Bu$rafi arlalah Rupati Katingan;
S. Sei<retaris Daerafr adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten

Katingan;
7. Xepaft ninas acratah-Dinas Pedubungan lfumunikasidan lnformatika Kabupatem

Katingan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah seiumlah tenaga dalam jenjang fungsional

yang tirdiri dari berbagaikelompok sesuai dengan keahliannya;

9. iirdk"i aaararr-nffi pokok'dan Fxngsi-Dinas P@idan
lnformatika KabuPaten Katingan.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya UPTD adalah Unsur Pelaksana

OperasionalDinas Cerhubungan Komunikaiidan lnformatika Kabupaten Katingan;

11. peraturan eupatiselanjutnyalisebut Perbub adalah Peraturan Bupati Katingan;

1.

L

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan lnformatika terdiri dari :

Kepala Dinas

Sekretaris mem bawahkaR :

a.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
b.Sub Bagian Keuangan;

Bidang terdiridari :

a) Kepala Bklang Perencanaan Transportasidan Bina Program membawahkan ;

1 ).kepala Seksi Perencanaan Teknis,
Zi.febafa Seksi Pembangunan Prasarana Monitoring dan Evaluasi'

b) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawahkan:
' 1).iepala Setcii Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkereta Apian

2i.fepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas'

c) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Perairan membawahkan:- 
1).kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP,
Z;.Xefan SeksiAngkutan Laut dan Kepelabuhan.
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4.

5.

d)KepalaBidangUdaraKomunikasidanlnformatikamembawahkan:
1).kepata $eksi ;6k;; uo.rr, Kesetamatan Penetuangan Komunikasi dan

Jnfornatika.
z)Xepah aeksiTeknik Bandara dan Fasilitas Listrik.

Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD)

Pasal 3

Bagan susr rnan-Qrganisasilinas Perhubungan,KomuEikasiian rnformatika Kabupaten

Kitingan adalah r"Erg;;.na tercantu, Ad'la, lampiran Peraturan Bupati Katingan di

bawah ini

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

DINAS PERHUBUNGAN, KomUNIKASI DAN lNFoRitATlKA

Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan,Komunikasidan lnformatika mempunyaitugas pokgk membantu

Bupatidalam miaksanakan kewenangan desentratisasidan dekonsentrasi,dibidang

F"rh"br"g*, Komr.itrasi Oanfntomatita sesrtai rtengan kehijakan yang ditetapkan

berdasarkin Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 5

(2)-untuk melaksanakan lugns sebagaimana dimaksud dalam +asal 4' l)inas
' " Perhubungan, Komunikasi?an lnformatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebiiakan Teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

lnformatika.
2. pengumpulan dan Pengolahanlataf,enyusunan Rencanadan Program Xidang

Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika'
3. Koordinasi dan Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang

TransPortasi dan Bina Program.
4. Koordinasi Oan fengpurasan -serta Evaluasi Felaksanaan tugas bidang -l-alu

Lintas dan Angkutan Jalan'
O. Koordinasi dJn Pengawasan serta evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Sungai,Danau dan Penyebrangan'

6. Xoordinasi -Oin pengatArasan serte Evaluasi Pelaksanaan T-ugas Sidang

Udara, Komunikasi dan lnformatika.

Pasal 6

(3) Untuk Melaksanakan Junggi dimaksud dalam Pasal $*Dinas
. -' 

Fenunrrrgan, Korunikasi din lnformaiika, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi ialan
KabuPaten Katingan.

2. P.*ngoperasian femrinalgenumpang Tipe A,Tipes'llan TiF C'
3. Penyusunan iirindan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk

kebutuhan aigXutan yang wilayah petayanannya dalam satu Kabupaten

Katingan.
4. PenyLrsunandanPenetapanjaringan Iintas angkutannarang +adajaringnjalan

KabuPaten Katingan.



5. Penentuan lokasi,pengadaan,pemasangan,pemeliha.raan dan penghapusan

rambu lalu lintas,marka jalan oan a[i pJmb-eri isyarat,lalu lintas'alat pengendali

dan pengamaorii p"*"r,"iialan serta fasilitas +endukung di jalan kabupaten

katingan.
6. Pela[sanaan penyidikan pelanggaran ;

Perda Kabupaten Katingan8ielang LIAJ
Pemenuhan prsyaratan teknis dan laik jalan '

Pelanggaran ketentuan pengujian berkala

Perijinan angkutan umum

a.
b.
c.
d.

7. Pemherian jzin trayek angkutan kota

wilayah kabuPaten Katingan'
yang wilayah petayanannya dalam satu

8. Penyusunan dan Penetapan rencana

danau,penyebrangan dalam kabupaten
umum lintas,jaringan sungai dan

katingan yang terletak pada jaringan

jalan kahupaten/knta'
9. Pemberian rekomendasi rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan penyebrangan

yang terletak pada jaringan jalan provinsi,nasional dan antar negara'

1 0. pemetaan ad;;;b 
"i 

fi5ri,rten' Katingan-t4luk kebutuhan transportasi'

1 1- pengawasanlfir6*."n iarir angrutryt lDP dalarn xanupxen Katingan yang

ternlaf pada iaringan jalan Kabupaten { foJl- 
.

12. pembinrrn ving iir.ririrn oleh Pemerintah Kabupaten Katingan meliputi;

a. Penetapan sasaran dan arah lebiiakan +engembangan -sistem .ft".t"t'
apian Kabupaten Katingan yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten

Katingan
b. pemberian arahan,bimbingan,pelatihan,dan bantuan teknis kepada pengguna

dan PenYediaiasa;dan
c. Pengawasan ienaOap pelaksanaan perkereta apian Kabupaten Katingan'

13. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.

14. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum'

15. Penetapan t jzJtt+emnanguaanlandar {dara 111num yang melayani-pesauat

udara < 30 temPat duduk.

Bagian Kedua

KEPALA DINAS

Pasal 7

(1) Kepala Iinas p-erhubunganJftmunikasi dan lEformatika -Uetugas memimpiR,
' ' 

membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program keria, tata

keria dan pengermbangan semua kegiatan d!nrlgno Perhubungan, Komunikasi, dan

lnformatika serta bertinggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan, komunikasi dan lnformatika'

Pasal 8

(2)ljntuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7.

Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasidan lnformatika,menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

lnformatika.
2. penyusunan -renca*a dan prografn bielang P'erhubungan, Komunikasi dan

informatika.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi dalam

pelaksanaan tugas.
+. i6engarahkan jrengotahan data genetapan sasaran dan program jidang

Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika.
S. pengendjlian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang

Prasarana dan transPortasi'



6. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu

Lintas Angkutan Jalan'
T.PengendaliandanPengawasanserlaevalr'rasipelaksanaanlugasdibidanglalu

Lintas Angkutan Perairan'
8. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu

Lintas (UPTD)'
9'Pembinaan,peliayanan,+engawasan,pengendaffisp'monitoringevaluasidan

pelaporan penyelenggaraan oi oio'"nd Perhubungan, Komunikasi dan

lnformatika'
l0.Pembinaan pelaksanaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan'

Hukum dan llubungpn masyarakat, OrgaJrisasi dan tata 1aksana serla n'mah

tangga Oinas iernr6rng"n (omunikasi Jan I nformatika Kabupaten Katingan'

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal I

(1) Sekretariat mempunyai lugns 
. rengkoordinasikan +enyusunan +rogEm dan

penyetengg.r""-n Trdri+ugi" bidan[ secara terpadu dan tugas pelayanan

administratif, mengi;;idina-sikan kegialan pelayanan administratif ketatausahaan'

pengelolaan urr"In kepegawaian, keuang"l,. perlengkapan hukum, hubungan

masyarakat orfinisasi iarirata lak=ana, anatisis jahatan serla rsmah langgadan

menyusun laPoran'
(2) Untuk melafsanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) sekretaris

menyelenggarakan fungsi:
1. lltenylsun Orn nierencanat<an tangkah-Iangkah kegiatan di iin'L6nn.n

sekretariat berdasarkan kegiatan yang lalu dan disesuaikan dengan rencana

kerja tahun yang bedalan untuk menjadikan pedoman pelaksanaan.tugas;

2. Mengkoordinasikan 
- dan mendistribusikan tugas kepada suP. bagian di

lingkungpn iekrerariat sesuai bidang tugas masing+nasing, sehingga lugas-

tugas dipat dilaksanakan dengan baik;

3. Memberi pefuuk kepada para Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat baik

tertulis rn"rfrn lisan agai tugas-tugas dapat. dilaksanakan sesuai dengan

petuqiuk dan ketentuan+iraturan Perundang-undangAn yang ier1aku'

4. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja pafa Kepala sub. Bagian lingkup

Sekretariat berdasarkan hasil kegiatin-kegiatan yang dilaksanakan sebagai

bahan PenetaPan DP-3;
S. Menyeieoggii"frn adminictrasi Kepegawaian dan menyiapkan bahan-Xahan

dalam menetapran kebijaksanaan pengolahan data Pegawai Negeri sipil di

Lingkungan Dinas Pertrubungan, Komunikasi dan lnfonnatika berdasarkan

kebutuhan peraturan Perund-ng-undangan yang berlaku serta mengadakan

koordinasi dengan Badan Kepegnwaian Kabupaten Katingan, utuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
6. Memeriksa Oai mengoreksi hasil keria para Kepala Sub Bagian Lingkup

Sekretariat sesuai oenlan petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi

kesalahan/kekeliruan.
7. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan, Perencanaan Anggaran dan

penyiapan bana serta Pertanggung jawaban. keuangan berdasarkan ketentuan

dan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta mengadakan koordinasi

dengnn lnstansi ierkait guna kelancaran selaksanaan fugas;
g. Meriyelenggarakan adininistrasi perlengkapan inventaris dan menyediakan

barang, dJrdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-und.angan yang

berlaku serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran

pelaksanaanfugas;
9. Menyelenggarafan urusan surat-menyurat, Rumah tangga, Protokol, keamanan

kedilam da-n urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain ;

10. Memberi pertimbangan din taniuan hukum dokumentasi serta kehumasan dan

kegiatan di bidang organisasi dan lata laksana;
t t. Ir4l-ngXoordinasikin fenyrsrn Laporan berkala, Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan lnformatika, Kabupjten Katingan berdasarkan data laporan dari para Kepala

Bidang,sekretariat dan UPTD;



12. Melaporkan semua pelaksanaan tugas.. dan kegiatan kepada para atasan

langsung baik secara lisan ,",frrn-t[rt lis disertai saran / pertimbangan untuk

mddapat Petuniuk lebih laniut;

13.MelaksanakantugasDinaslainyangdiberikanolehatasanlangsung/pimpinan
sesuaibidang tugas'

Pasal +0

Sekretariat membawahkan :

;. - K#;t Sub Bagian umum dan Kepegawaian

2. KePala Sub Bagian Keuangan

Paragraf I

SUB BAGIAN UiTIUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala sub Bagian umum,dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

Surat - menyurat, Perlengk"pan O"n"*mah tangga, Humas, Pengelola administrasi

kepe{rawaian, ,;;ih"t;n'baran! lnventaris,-drganisasi dan Tatalaksana serta

bantuan Hukum.

(2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
'-' Bagian umum dan Kep;gawaian-menyelenggarakan fungsi :

1. Membagi dr; *"*Isfiibusikan iugal kepada para pemegang jabatan non

Struktural Ai fingirngan Sub Bagian Llmum sesuaitugasnya masing-masing agar

pelaksanaan tugas tePat waktu ;

z. Memberi petuni"ux oan ni*uing"n kepada para pemegang jabatan.non Struktural

dilingkungan s,ro n"gi"n umumuir secara lisan maupun redulis -agartugas-

tugas dapat dilaksanikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku ;

3. Menyusun dan merencanakan kegiatan kerja. sub Bagian umum dengan

berpedoman-f"d" r*ona keria lanunan sebagai gedoman pelaksanaan tugas ;

4.Menyiapkanbahan-bahangunapenyusunanpr.ogr.amkerjaDinas.;
5. Membuat fonsep usul pengangXaian / pem$rfren6an bendaharawan Dinas

berdasarkan / ketentr"n petuidang-und'angan yang berlaku serta petunjuk

atasan -langsung / Pimpinan ;

6. Mengadakan eialuasi dan penilaian pelaksanaan tugas para pemegang jabatan

non Struktural-Oilingfungan sub bagian umum untuk bahan menetapkan nilai DP

_?'
7. M;gatur penerimaan pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah-

naskah Dinas ;

8. Merencana[an feOutuhan perlengkapan Kantor ATK dan penyusunan Rencana

Tahunan Barang Unit (RTBU) ;

9. Mengatur dan mengurus rumah tangga, kehumasan Protoeol serta perjalanan

Dinas;
10. Melakukan administrasi dan lnvetarisasi barang milik Dinas meliputi Gedung

Kantor, rumah tangga dan perlengkapan kantor lainnya ;

11. Mengonsep surat--usul kenafin pangkat, rful mutasi dan diklat sesuaj

kebutuhan 
-pega;ai 

Negeri Sipil diliirgkungan Dinas Perhubungan Komunikasi

dan lnformatifi berdasirkan data peglwai dan ketentuan perundang-undangan

yang nerfaiu agar setiap periodJ Usul Kenaikan Pangkat (UKP) dapat

diselesaikan;
12. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Daftar Susunan Kepegawaian (DSP)

rencina formasi berdasarkan oata kepegawaian dan kebutuhan dilingkungan

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi ;

13. Mengonsepusuicuti dan kenaikan GajiBerkala CPNS / PNS dilingkungan-Dinas
perhubungan Komunikasi dan lnformatika berdasarkan data dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ,

14. Mengatur dan meirelihara- keiertiSan / kebersihan lingkungan dan seluruh

ruangan serla teamanan-dalam trantsr ;

15. Mela-porran-fiasiL pekerjaan kepada atasan langsung baik tertulis maupun lisan

agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya ;



16. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan langsung / Pimpinan

sesuai bidang tugasnYa'

Paragraf 2

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal {2

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyaitugas melaksanakan urusan administrasi'

keuangan, menyusun rencana. !ng"g"t",i belanja rumah tangga/rutin dan

melaksanakanf..iirt n O"o Giffasiserta 5endaharadan+ertansgung

iawaban reuanffi binas Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika'

(2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala sub
'-' uaiian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

1. Menyrsun rencam kegiatan sub nagian xeuangan sebagai +edoman

pelaksanaan tugas ;

2. Membagitugr.-O"i kegiatan kepada pelaksana non Struktural pada sub bagian

keuangan 
"?ru"i-O"nd"n 

bidang tugasnya masing-masing agar pelaksanaan

trgas tepatraaktu ;

3. Memeriksa Tr"nioruksi pekeriaan bawahannya agar tidak terjadi kesalahan /

kekeliruan;
4. Menyusun rencana anggaran belanja dan Pendapatan pada Dinas

perlunungarr Komunikasiaan lnformatika xanupaten KatinsBn ;

S. Mengkoodinii penyiapan dana, tata pembukyal, dan memberikan petunjuk

repala genOifrariwan untuk melakukan administrasi penerimaan maupun

pengeluaran keuangan;
6. Membuat konsep 

-surat-menyurat yang -berkenaan deryAn adrninistrasi

keuangan;
7. Mengkoordinir pembuatan laporan dan pertanggung jawaban keuangan baik

laporin bulanan, laporan triwufan dan laporan tahunan ;

8. Melaksanatri irg* di"* lainnya yang -diberikanatasanJangsung / Pjmpinan

sesuai bidang tugasnYa.
g. pembinaan, FenienAllian, Monitoring, Evaluasidan pelaporan penyelenggaraan

tugas.

Bagian KeemPat

BIDANG
PERENCANAANTRANSPoRTASIDANBINAPRoGRAii

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Prasarana Transportasi dan Binq Program memPunyai tugas

merencanakan] membagi tugas, memberi petunjuk, mengattlr' mengevaluasi

kegiatan-kegiatan bidang Prasarana Transportasi ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
'-' i"r"n"anaan Transportisi dan Bina Program Menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan kegiatan-dan program ker,ia ctihigang Prasarana Transpodasi ;

2. Memberi petunjui kepada' fepala seksi dilingkungan bidang.. Prasarana

Transportaii Ori,f tertuiis maupun lisan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan y?ry berlaku ;

3. llemeriksa"danmergoredsfrasilkerja kepada kepala seksidilingkunganiidang
prasarana Transportisi sesuai petunluf dan ketentuan yang berlaku agar tidak

teriadi kesalahan dan kekeliruan ;

4. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepa{a para kepala seksi

dilindkungpn F.rdang Perencanaan tmnspo*asi -Bina P-rogram -sesuai ftgas
masTng-masing sehi-ngga tugas-tugas dapat dilaksanakan tepat waktu ;

5. fenginOatian dan pengawasan ieknis perencanaan dan pembangunan Dinas

perfrubungan, Komunikasi dan lnformatika;



6.

7.
8.

9.

Melakukan pemantauan dan analisis untuk kerja operasional prasarana

Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;

Menyelenggarakan"o*ioi.tt"sidilingkungan Bidang Ptasarana Transportasi ;

Melaporkan ."mua f"giatan baik Iertuiis maupun lisan untuk mendapatkan

petunjuk lebih lanjut; - -F"rbir""n, Pengendalian, Monitoring'

Penyelenggaraan tugas.

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Kepala Bidang Percncanaan Tmnsportasi dan Bina Program membawahkan :

1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis'

;. iiil;i; seisiperuangunan prasarana Monitoring dan Evaluasi.

Paragraf I

$EKSI PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Perencanaan teknis mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun

data dari UiOang"senagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas' Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi
'-' F.t"n".naan Teknis Menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun fr** icgiatan seksi Pirencanaan feknis sebagai pedoman

Pelaksanaantugas; -.
Z. Membagitug"r"f"plda pelaksana non Strukturalpada seksiperencanaan teknis

sesuaibidangtugasnyamaslng-masingagarpelaksanaantugastepatwaktu;
3. Menvjapkan_Earrin din data penyusunan grqramdan anggara8

4. Menghimpun data dari semua OiAang setiagii bahan penyusunan program dan

anggaran
5. Petiksanaan penyusunan program dan anggaran

6. -ldemeriksa i'ri1"ogot"kti 
'peferiaan 

Uau,Jtrannyaagcr tidak teriadilesalahan /
kekeliruan ;

T.MendatasemuaprasaranaTansportasigunabahanperencanaanpemeliharaan
lebih laniut;

8. Menyelenggarakan pelaporanDinas;
g. tvtenyusun ?an menetapkan rencana induk dan rencana pengembangan

PelabuhanSungaidanLaut'BandarUdaradanTerminal;
10. Melakukan survei dalam rangka Penetapan rencana lokasi Pelabuhan I

nermaga dan Prasarana Transpodasi lainnya ; -
11. Membult perencanaan teknis (design) rencana Pembangunan sarana prasarana

Transportasi ;

12. Melaisanakan tugas dinas lainnya sesuaibidang tugasnya :

Paragraf 2

SEKSI PETIBANGUNAN PRASARANA iIONITORING DAN EVALUASI

Pasal {6

(1) Kepala $eksi Pembangunan Prasarana, Monitoring dan Evaluasi mempunyaitugas

melakukan peisiapai pembangunan, pemeliharaan prasarana Perhubungan

Komunikasi dan lnformatika;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada- ayat (1), Kepala seksi
'-' F"rnrntun", Monitorini" dan Evafuasi menyelenggarakan fungsi:
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1.

2.

Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan prasarana sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
i'"r"O"gl tuga; keparta +elaksana non Stnrktural pada seksi,pembangunan

piruri"i, se-suai bidang tugasnya masing-masing agar pelaksanaan tugas tepat

waktu;
Memeriksa / mengoreksi pekerjaan bawahannya agar tidak terjadi kesalahaan /

kekeliruan;
Membuat dan merencanakan usulan yang

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

berkenaan dengan sarana dan

prasarana transPortasi ;

Melaksanax.n pe*[ingrnrn dan rehab sarana dan prasarana transportasi;

penyiapan rencana i.n pembangunan +rasarana Dinas Perlrubungan'

Komunikasi dan I nformatika;
Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan arahan / petunjuk kepala

bidang prasarana transPortasi;
nnenyeLenggarakan pelaporan dinas 

.; 
dan

pembinaan, p*r"it rrn, monitoring, evaluasi 9"1 pelaporan pelaksanaan

pembangunan prasarana Trans[ortasi Perhubungan,Komunikasi dan

lnformatika.

Bagian Kelima

BIDANG LALU LINTAS, ANGKUTAN JALAN

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan mempunyai tugas Pengendalian dan

pengawasan *.nr;"*"n' dari rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan' serta

kesel,amatan dan teknis sar€na Lalu lintas dan Angkutan Jalan Lintas

kabupaten/Kota serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor transportasi jalan

tingkat Kabupaten serti pembinaan dan penetapan rencana induk perkeretaapian'

(2) Untuk melaksanakan lugas sebagalmana dimaksud loada P-asal 17 ' llepala-Bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggaqkan fu.ngsi:

1. Merencanakan"kegiatan dan program OiUlOang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2- Mengkoordinasixa-n dan mendis-tribusikan tugas kepada para kepala seksi di

lingkungan niddg t"t, Iinta. dan angkutan jalan sesuai bidang tugas masing

misingLgar pelaksanaan tugas tepat waktu; .,- . .

3. Memberikan b"trnirf kepadi kepala seksi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Uaif ie'ltufis'maupun lisan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai

l<etentuan praturangerundang-lndangan yang herlaku;

4. Penyiapan fi;.- pengendaliin dan fengawasan manaiemen Lalu .Lintas dan

reXayasa taiu Lintas din bimbingan keselimatan dan ketertiban Lalu Lintas;

5. Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi Jalan;. 
.

6. penyiapan p.dGirn per1irian*oefrayanan dan gengendalian ketebihan muatan

dan tertib Pemanfaatan jalan'

T " Penyiapan rencana dari program pembangunan,pemasangan,pemeliharaan alat

pengawasan dan alat pengimanan rambu-rambu lalu lintas jalan Propinsi dan

linfis ftabupaten / Kecamatan.
8. Penyiapan dan koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam

rangka transPortasi lokal.
9. Penyiapan f,enetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan

+."6."gk"t ; b"ra.g dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/ lGcamatan.

10. Penyiapan bahan u-ntuf penetapan tokasi pengerahan rancang bangun dan

persetujuan pengoperasian terminal penumpan-g lpt B'

11. pembinarn p"n6"ndalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

tugas.
12. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja kepala seksi dilingkungan Lalu. Lintas dan

Angkutan *fan sesfai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak teriadi

kesalahan atau kekeliruan;
13.Mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana Sengoperaslan Sresarana

transPortasi jalan;

14. Penyiaprn drn koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam

rangka penyusunan transportasi lokal;
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15. Menyelenggarakan administrasi di lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;
16.16slapnrkan semua -kegiiatan laik tedulis maupun lisan disertai saran /

pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut'

Pasal 18

Kepalafictang[alu-Lintas,AngkuianJalan membawahkan :

1. Kepala Sersi Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Perkeretaapian.

2. Kepala Seksi manajemen Rekayasa'

Paragraf {

SEKSI LALU LTNTAS ANGKUTAN JALAN
DAN PERKERETAAPIAN

Pasal {9

(1) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Perkeretaapian mempunyaitugas' ' 
melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi,
penyiapan periproses perijinan angkutan jalan, pel,ayanan dan 4engendalian
kebbihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat

kendaraan angkutan barang.

(2) Untuk melaksanakan fugas sebagaimara dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Seksi

Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:
1. Menyusun rencana kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan jalan dan

perkeretaapian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Z. Membagi tugas kepada +elaksana non sruktural pada -seksi lah lintas dan

angkutan jalan dan perkeretaapian sesuai bidang tugasnya masing-masing agar
pelaksanaan tugas tepat waktu;

3" Memeriksa / mengoreksi dalam pekerjaan bawahannya agar tidak terjadi
kesalahan / kekeliruan ;

4. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan tatanan Transportasi lokal:

5. Penyiapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di daerah kota;

6. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di daerah perkotaan;

7 . Penertiban dibidang lalu lintas dansurvey kepadatanlalu lintas;
8. Memproses pemberian izin trayek angkutan kota / pedesaan;

9. Memproses pemberian izin angkutan barang;
10. Memproses pemberian izin Dispensasi angkutan, izin operasional angkutan alat

-beraldijalan,
11. Memproses Kartu Pengawasan (KP);
12. Penyiapan izin operasi angkutan taksi;
13. Menyiapkan bahan penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan

muatan, genetapan standar batas maksimum muatan dan -berat lendaraan
pengangkutan barang di wilayah Kabupaten Katingan;

14. Penetapan pengelolaan Uji berkala Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

SEKSI TTIANAJETUEN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan
penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan
alat _,oengnmanan {rarntru-ramhrr} Jalu lintas jalan Kahrtpaten serta -Uimningaa
keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan program
penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Kepala $eksi
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan Sahan dan data penyusunan prograrn / kegiatan -Seksi
Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan;

2. Pelaksanaan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat
pengawasandan pengamanan rambu-rambu ;

3. Pelaksanaan bimbingnndan-analisis daerah rawan kecelakaanjafu lintassede
program penanggulangan kecelakaan ;

4. Pelaksanaan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
5. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan, penyiapan bahan pengendalian kelaikan

-sarana$i kendaraan.betrlotar ;

6. Pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas dijalan Kabupaten ;

7. Pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang
mengnkihatkantorban meninggal dunia;

8. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas
diwilayah Kabupaten;

9. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta
manajemen lahrli61ss'

10. Penetapan kecepatan maksimal bagijenis kendaraan tertentu pada jalan tertentu
dijalan perkotaan;

11. Pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas;
l|.Penyiapan gemberian bimbinggn *eselamatan dan ketediban serta analisis

daerah rawan kecelakaan;
13. Pemeliharaan marka jalan, zebra cross dan polisi tidur, pengecetan pagar

pengaman;

Bagian Keenam

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PERAIRAN

Pasal 2{

(1) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Perairan mempunyai tugas :

merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur dan mengevaluasi
kegiatan-J<egiatantalu lintas dan Angkutan Perairan, melaksanakan gengendalian
dan pengawasan teknis lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyebrangan
serta Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

(2) Untukmelaksanakan tugas-sebqaimana dimaksud nada-pasal 21. Kepala8idang
Lalu Lintas dan Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi ;

1. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkdan
Perairan di wilayah Kabupaten Katingan;

2. ndengkoordinasi dan mendistribtrsi fugias kepada Kepala Seksi di lingkungan
bidang Lalu Lintas dan angkutan Perairan sesuaidengan bidang tugas masing-
masing agar pelaksanaan tugas tepat waktu;

3. Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi Angkutan, Sungai,
nanaudan Penyehrangas ;

4- Penyiapan rencana program, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat
pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu Lalu Lintas Angkutan Sungai,
Danau dan Penyebrangan diwilayah Kabupaten Katingan;

5. Penyiapan rericana penetapan lokasi dan pngelolaan dermaga di wilayah
Kabupaten Katingan;

6. Pembinaan terhadap asosiasi Sub Sektor Angkutan Sungai,Danau dan
Penyebrangan di wilayah Kabupaten Katingan;

7. Pernbinaar! Pelayanar! P-engawasan, Pengendalian,-Ulonitoring, Evah,asi-daR
Pelaporan Penyelenggaraan Tupoksi.

Pasal22

Kenala_Bidang I alu I intasdanAngkdan Perairan memhawahkan :

1. Kepala Seksi Lalu lintas dan Angkutan SDP
2. Kepala SeksiAngkutan Laut dan Kepelabuhanan



Paragraf I

SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SDP

Pasal 23

(1_) Kepala Seksi lalu l-intas dan Angkutan SDP mempunyai tugas : meliakukan' -' 
penyiapan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada para pengguna jasa transportasi sungai, danau dan
penyeberangan, memberikan rekomendasi, perizinan, teknik operasional Angkutan
Sungai, Oanau dan Penyebrangan serta bimbingan dan penga\,vasan leknis
penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Kepala Seksi
Lalu Lintas dan Angkutan SDP, menyelenggarakan fungsi:
1. Menyusun rencana -kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan SDP sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada pelaksana non struktural pada seksi lalu lintas dan

angkutan SDP sesual dengan bidang tugasnya masing-masing agar
pelaksanaan tugas tepat uraldu ;

3. Memeriksa / mengoreksi pekerjaan bawahannya agar tidak terjadi kesalahan /
kekeliruan;

4. Pengawasan dan pemeliharaan rambu sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Penyiapan penetapan larifjasa pelabuhan -sungai danau dan genyeberangan;
6. Menyusun tata cara lalu lintas disungai, danau dan penyeberangan;
7. Menyiapkan penetapan daerah lingkungan kerja perairan dan daerah lingkungan

kerja pelabuhan;
L Pemeriksaan dan pengawasan mufu pelayanan dan sarana kapal-l<apalsungai,

danau dan penyeberangan;
9. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan sungai, danau dan

penyeberangan;
10. Pelaksanaanpemeliharaan alursungai serta-penetapan jaringan trayeksungai;
11. Memproses izin pembangunan tempat penimbunan kayu ( Logpond ) jaringan

terapung dan keramba disungaidan danau;
12. Menyiapkan pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
13. Menginventarisasi dan evaluasi tingkat Pelayanan.

Paragraf 2

SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN

Pasal24

(1) Kepala ,Seksi Angkutan laut .dan lGpelahuhanan oempunyai tugas koordinasi
penyiapan, pengendalian dan pengawasan pelayaran serta pengelolaan prasarana
dan penyelenggaraan fasilitas kepelabuhanan serta Angkutan Laut;

(2) Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 l1.pala Seksi
Angkutan Laut dan Kepelabuhan, menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi angkutan laut dan kepelabuhanan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi trgas Jepada +elaksana non strultural gada seksi angkrfian laut dan
kepelabuhanan sesuai bidang tugasnya masing-masing agar pelaksanaan tugas
tepat waktu;

3. Memeriksa I mengoreksi pekerjaan bawahannya agar tidak teriadi kesalahan /
kekelinraR;

4. Mengkoordinasikan penyiapan, pengendalian dan pengawasan pelayaran serta
pengelolaan pelabuhan laut lokal;

5. Pengelola ijin penunjang angkutan laut (EMK, PBM, TALLY, DEPO, PETI
JGMAS - CONTAI NER)lintas kabupaten;

6. Penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan
pelabuhan khusus; '

7. Pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan;
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8. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak
diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

9. Merencanakan pengembangan pelabuhan lokal kabupaten dan pemberian ijin
keruk lebih kecildari 50.000 mo dan reklamasi lebih kecildari2 Ha;

lOMelaksanakan pengawasan, pengukuran serta gendaftaran kapalisi kotor.lebih
kecilGT 7;

11. Memproses perijinan dokumen kapal sungai, danau dan penyeberangan;
12. Pemeriksaan dan pengukuran kapalsungai, danau dan penyeberangan;
13- Pemberian {in trayek dan ljin usaha angkutan sungni, danau dan

penyeberangan.
14. Melaksanakan pengamanan dan penertiban di pelabuhan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
pel,aksanaan +ena(Kplangan, gerencanaan, patroli, dan hanfuan SAR.

15. Penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,
monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas kegiatan angkatan
laut dan Kepelabuhanan.

Bagian ketujuh

BIDANG UDARA KOIiUNIKASI DAN INFORiIATIKA

Pasal 25

(1) Kepala Bidang Transportasi Udara mempunyai tugas pengaurasan dan
pengendalian terhadap pengelolaan Bandar Udara, serta kegiatan angkutan udara,
keselamafan ppne6angar! kegietap$stemopmsibeseda peralatan fasilirae$knk
Bandar Udara, elektronik dan listrik Bandar Udara serta pembinaan asosiasi Sub
Sektor Transportasi Udara pada tingkat Kabupaten.

(2) Utrtuk melaksanakap frrgas sebagaimana dimaksud+ada Pasal 25, JGpala-Bidang
Udara, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian dan peng€Masan kegiatan kelancaran angkutan udara:
2. Pengendalian dan pengawasan kegiatan sistem operasional dan keselamalan

penerbangan;
3. Pengendalian dan pengawasan kegiatan teknik Bandar Udara ;4. Pengendalian dan pengaurasan fasilitas elektronik dan listrik ,
5. Pembinaan terhadap asosiasi Sub Sektor Transportasi Udara di wilayah provinsi
6. Pembinaan,4elayanan, p€ngawasan!+engendalian, monltorirg, evaluasijaa

pelaporan, penyelenggaraan tugas kegiatan transportasi udara.
7. Pelaksanaan Pemberdayaan sistem dan teknolqi lnfonnatika.
8. Pelaksanaan penyiapan Teknologi lnformatika yang mampu diaplikasikan di

daerah.

Pasal 26

(3) l(epala3idang Urtara,Komunikasldan lnformatika,membawahkan:
1. Kepala Seksi Angkutan Udara, Keselamatan Penerbangan Komunikasi dan

lnformatika.
2. Kepala SeksiTeknik Bandara dan Fasilitas Listrik.

Paragraf I

SEKSI ANGKUTAN UDARA, KESEI-AUATAN PE},IERBANGAN
KOTIUNIKASI DAH INFORilATIKA

Pasal 27

(1) Kepala Seksi Angkutan Udara Keselamatan Penerbangan komunikasi
lnformatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian
pengawasan pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

dan
dan
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Kepala Seksi

Angkutan Udara, Keselamatan Penerbangan, Komunikasi dan lnformatika,

menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi angkutan

udara;
2. +enyjapanlencana dan-program kegiatan dibidang-angkutan-udara;

3. ir"nyiab"n bahan pengendalian dan pengawasan angkutan udara;_

4. pelaksanaan euaiuasi dan pelaporan terhadap kegiatan dibidang angkutan

udara;
5. pembinaan, gengendalian, monitoring, evaluasidan4elaporan penyelenggaraan

irg"s fegiaian-angkutan udara,keielamatan penerbangan Komunikasi dan

lnformatika.
6. penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan sarana Komunikasi

-dan lnformatika.
T. pelaksanaan penyiapan sarana Komunikasi dan lnformatika dalam rangka

menunjang pelaksanaan pembangunan.

8. Pembinaan, Pelayanan, Pengawisan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Teknologi I nformatika.

Paragraf 2

SEK$I TEKNIK BANDARA DAN FASILITAS LI$TRIK

Pasal 28

(1) Kepala Seksi Teknik-Bandara, Fasilitas dan l-istrik .mempunyai lugas melakukaR
' ' pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pengoperasian, pem-bangunan dan

perawatan fasilitas teknik elektronika dan listrik bandar udara urnum atau khusus.

(2) Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada P-asal 23, Kepala Seksi

Teknik Bandar udara, Fasilitas Listrik, menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan data pnyusunan program / kegiatan SeksiTeknik Bandar

Udara, Fasilitas Listrik;
2. penyiapan r€ncana dan program *egiatan teknik dan fasilitas eleldronkiaa

Iistrik bandar udara ;

3. Pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan,

pengoperasian dan pengelolaan teknik bandar udara;
4. pelaksanaan+engsprasian dan peraranatan fasilitas teknik elektrsnk dan list.rik

bandar udara 
'S. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pertumbuhan kelinggian bangunan

dan atau benda tumbuh di dalam KKOP Bandar Udara ;

6. pcleksanaan bimhingan leknis secara &ttala, tajian dan pemberias

rekomendasi pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus ;

7. Penyiapan bahan dan data penyusunan prograrn / kegiatan bidang

transPortasi udara;
B. pembinaanl pengFndalian, monitoring,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

tugas kegiatan teknik bandar udara, fasilitas listrik

BAB IV

KELOiiPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

f<efompot Jabatan Funggiooal sempunyai mempunyai tugas sebagian

tugas binas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika sesuai bidang keahlian dan

kebutuhan.
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Pasal 30

(f)LGlompoUabatanFungsional-sebagatmaBdryq.,ddalamPasal29'-terdirjdari
seiumlah ,"r"grirrlfr-i-.i."g. i"d"t"" Fungsionat yang terbagi dalam berbagi

keiompok sesuai dengan bidang keahliannYa'

(2) Kelompox .rauatJn Fungsiodi #;;#Aa.dimlksud avat (1), dipimpin oleh

seorang Tenaga fungsional-O*r"-6; Ait"ti* l* t.ttrtt'nggung iawab lepada

KepalaDinas' -^L^-^:a^-- rrimarec,rrr nada avat (2) ditentukan
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
t-' 

L"tortarkan kebutuhan dan beban keria' , -^r^ ^.,ar /e\ rriar
(4) Jenis Jabatan drg" *"b"g"#;a dimaksud pada -ayat {3) iiatas -sesu€}l

dengan retentuanlffiran peru-ndang-undangan yang berlaku.

BAB V

UNIT PELAKSANA DINAS

Pasal 3{

(1) Unit Pelaksana Ieknis uPlD mempunyai kedudukan sebagai rmsur-r'elaksana

teknis oprrrglrilt ijn"i pernuiiilGn,iomunikasi dan tnformatika Kabupaten

G) 5:'li'8:l}*"rn, Teknis Dinas perhubunsan ,Komunikasi dan lnfomatika Kabupaten

Kating@n difrimpin oleh-seorang @ yang ierada di-bararah dan iedanggung

i"*"dr."p"di Bupati melalui Kepala Dinas'

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

(1)!alam melaksanakanluggsnya 5ryal3 Dinas,.felretaris, Kepala Bidang"Xepala

Unit pelaksanaan Teknis Dinas p"t'-rorngan, Komunikasi dan lnformatika, Kepala

sub Bagian dan Kepala seksi serta pemegang jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, rntigo"i, simprira-s oan sinkronisasi secara vertikal

Oan -norizontaiirail atr"* tingtungan -dinas'm't'P'n lnstansi Jain sesuai dengan

tugas Pokok masing-rnasing'
(Z) para penfsanl-;f Ungir;gan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika

dalam melaksanakan tugasny, i"t"tu memperhatikan ketentuan dan peraturan

p"*o"og-.rffi;; V*g #q"* dan -bitanggung jry"b -kepada atasanova

masing-misinGiia mlny;mpaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) l,lraian Tugas masing-masing+eiabat-pada g*T PerhuhungEn, Komunikasi dan

lnformatika diatur dan ditetapXan oien Kepala- P!l.t dengan Keputusan Kepala

bin", setelah mendapat persetuiuan dari BupatiKgtilsan.
(2) Hal-hal yang Oelumtrt,.l. dalam peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut sesuai
' ' peraturan perundang-undangan yang berlaku'
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BAB VIII

KETENTUAN PEHUTUP

Pasal 34

Dengan-Uerrarunva Peraturan Bupati ini*maka KeputusanPp"ttNomorzllllrahun2oo4

tentang Uraian rrgrt KepJr- Oiila.,x"fata nagiin Tata Usaha'Kepala Bidang' Kepala

sub Bagian,Kepata seili di lingkuffi p!i.r: Perhubungan dan Telekomunikasi

Xrnup"Gn katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 35

Peraturan Bupati iniberlalu seiak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetanuiny",..rim"rintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

OE g* p"n"mpit nnyidahm Berita Daerah Kabupaten Katingan.

nitetapkan diKasongan
Pada ianggal e4 APril2009

BUPATI KATINGAN

L
DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal fi APril 2009

Plt.Sekretaris Daerah
Kabuoatelfffean,

(*
CH ru5TANT\A/O TATEL I.ADJ U

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO9 NOMOR : '}3

Beffi$Aru $'{$.,q}{["9ru-
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